AUDI MURPHY  O. SITORUS

~ Wakil Bupati Toba

&'- LARYOE
;'9'.3%' L NN Wik L Tk

PEMERINTAH KRBUPATEN TOBR




Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing
Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi
Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6474);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Tahun  2025-2045 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

dan
BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati yang dibantu oleh Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Toba.



Bupati adalah Bupati Toba.

. Perangkat Daerah  adalah  unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Toba, yang
menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di
Kabupaten Toba.

. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.
BAB II
FUNGSI RPJM DAERAH
Pasal 2

RPJM Daerah berfungsi sebagai:

a.

b.

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029; dan

pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA RPJM DAERAH
Pasal 3

RPJM Daerah memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum,

serta program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang

merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan

mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

(1)

Pasal 4

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah
Daerah untuk Tahun 2025-2029, yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Bab V : Penutup



(3)

(4)

(6)

Rincian sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan RPJM Daerah dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi
pedoman dalam penyusunan APBD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh
Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
RKPD.

Timbulnya nomenklatur program yang belum terakomodir dalam
lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pada
setiap penyusunan RKPD sepanjang untuk mengoptimalkan

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENYESUAIAN DOKUMEN
PERENCANAAN.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJM Daerah.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur

penunjang bidang Perencanaan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang bidang
Perencanaan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang
mengakibatkan berubahnya Perangkat Daerah pengampu suatu
Urusan Pemerintahan atau Sub Urusan Pemerintahan, pengalihan
Program Perangkat Daerah dan pendanaannya dari Perangkat Daerah
pengampu sebelumnya kepada Perangkat Daerah pengampu yang baru
dilaksanakan melalui penyesuaian dalam RKPD serta dilakukan
perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah terkait.

Dalam hal setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini muncul
kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perlunya dilakukan
penyesuaian indikator kinerja dalam RPJM Daerah, penyesuaian
indikator dimaksud dilakukan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah,

dan Renja Perangkat Daerah yang berkaitan.

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Program, kegiatan, dan
subkegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, penyesuaian
nomenklatur Program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah
tersebut dilakukan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja
Perangkat Daerah.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

(1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat
dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD pada saat terjadi
periodisasi Bupati/ Wakil Bupati.

(2) Rumusan Rencana Program/Kegiatan yang terdapat di dalam RKPD
2026 yang disertai dengan target indikator kinerja dan pagu indikatif
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU
Diundangkan di Balige
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
” T o 3

1 SIAGIAN, SH, MH
4200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA PROVINSI
SUMATERA UTARA: (2-63/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan daerah tidak terlepas
dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan
sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan
perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan
program Bupati terpilih yang berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan
RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dan
pembaharuan dari tahap pembangunan di bawah kepemimpinan sebelumnya
untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan
untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Toba
Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah
berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu kepada kebijakan RPJPD
Kabupaten Toba Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 3
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses sistematis dalam menentukan arah dan tindakan
masa depan secara tepat melalui serangkaian pilihan strategis yang mempertimbangkan
sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pembangunan, baik di tingkat nasional maupun
daerah, perencanaan menjadi elemen fundamental untuk menjamin agar pelaksanaan
pembangunan berlangsung secara efektif, efisien, serta tepat sasaran.

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dan terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pembentukan
daerah otonom ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran
serta masyarakat berdasarkan prinsip NKRI.

Sebagai implementasinya, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan
daerah dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, serta
mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan tantangan daerah masing-masing. Dalam hal
ini, pembangunan daerah menjadi wujud pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah
diserahkan kepada daerah dalam kerangka desentralisasi, untuk mendukung pemerataan
pendapatan, peningkatan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan kualitas pelayanan
publik, serta peningkatan daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menegaskan bahwa setiap kepala daerah wajib menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, terhitung
sejak pelantikannya. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah terpilih, dan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja)
tahunan.

Dalam konteks Kabupaten Toba, RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini
menjadi bagian dari pelaksanaan tahap awal pembangunan jangka panjang daerah
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Toba Tahun 2025-2045.

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi
Kepala Daerah, yaitu Bupati Toba Bapak Effendi Sintong P. Napitupulu, SE dan Wakil Bupati
Toba Bapak Audi Murphy O. Sitorus, SH, M.Si, untuk masa jabatan 2025-2030. Telah

dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn) H.
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Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan hasil Pemilihan Kepala
Daerah Serentak tanggal 27 November 2024.

Dokumen RPJMD ini memuat secara komprehensif tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, lengkap dengan kerangka pendanaan
indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Toba dan RPJMN, serta menekankan pentingnya
transformasi visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program nyata yang menjawab
kebutuhan, harapan, serta aspirasi masyarakat.

Selain sebagai pedoman perencanaan pembangunan, RPJMD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah juga menjadi instrumen evaluatif dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Dokumen ini menjadi dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan
rancangan Rencana Strategis (Renstra) menjadi rancangan akhir. Penyempurnaan tersebut
dilakukan guna memperjelas strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat
Daerah agar sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang RPJMD.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipasi, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan
berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun
2025-2029, adalah: pendekatan teknokratik; pendekatan partisipasi; pendekatan politis;
pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; pendekatan holistik-tematik; pendekatan integratif;
dan pendekatan spasial. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-
2029 yaitu:

1. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029.

2. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik
RPJMD Tahun 2025-2029.

3. RPUMD Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan
penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029.

4. Data capaian pembangunan S (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD
dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

S. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya
dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.

6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

— >
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Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai
berikut:

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten
Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6474);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Taun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

22.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 33);

23.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);

24 .Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
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1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba dengan RPJMN Tahun 2025- 2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 tetap berpedoman pada
RPJMN Tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Penyelarasan
ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud
bermakna bahwa disamping RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 menjabarkan visi,
misi dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih sekaligus juga merupakan
bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8
(delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik
Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025 —
2029.
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RPJPD

Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD
Kabupaten Toba tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2045, merupakan tahap pertama Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih
mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2025-
2045.
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RPJMD

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Pengembangan isu-isu strategis daerah tahun 2025-2029 disusun dengan tetap
memperhatikan isu-isu strategis dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan
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1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RTRW

Provinsi Sumatera Utara

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi
Sumatera Utara tahun 2017-2037 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Tahun 2017-
2037 adalah bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 berpedoman
pada RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Artinya Keseluruhan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Toba yang merupakan penjabaran RPJMD untuk hal-hal yang
menyangkut aspek keruangan menyelaraskan arah dan kebijakan penataan ruang yang
tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RTRW

Kabupaten Toba

Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029
memperhatikan dan mempedomani struktur, pola ruang serta kawasan strategis dalam
RTRW Kabupaten Toba tahun 2017-2037 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba
Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba
Samosir Tahun 2017-2037. Artinya keseluruhan perencanaan pembangunan Kabupaten
Toba yang merupakan penjabaran RPJMD untuk hal - hal yang menyangkut aspek
keruangan tetap berpedoman pada RTRW Kabupaten Toba Tahun 2017-2037. Dengan
demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta dinamika pemangku
kepentingan tetap mempertimbangkan keselarasan dan keseimbangan dengan alam dan

lingkungan.

1.3.6 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RKPD

Kabupaten Toba Tahun 2026

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten
Toba Tahun 2026 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD Kabupaten Toba
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang
tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
rencana kerja pemerintah daerah pasal 12 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD
kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD
provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan
dengan peraturan menteri. Pasal 79 ayat (2) berbunyi, RKPD paling sedikit memuat gambaran
umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan penutup.
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1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi
program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka
waktu S5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Kabupaten Toba.

1.3.8 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Toba
Tahun 2025-2029 mempunyai hubungan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk
menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan
RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Toba Tahun
2025-2045 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 serta
RPJMN Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten
Toba serta dokumen lainnya yang relevan diantaranya RPJMD daerah lain yang berbatasan,
RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, KLHS
RPJMD, dan Rencana Pembangunan Sektoral lainnya.
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Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan sektoral lainnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun
2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah,
masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita
masyarakat Kabupaten Toba sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan

Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025-2030, sehingga seluruh upaya yang

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi
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satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah
sebagai berikut:

1. Menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026 yang
merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang
bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan
mempertimbangkan aspek internal dan eksternal.

4. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Toba 5 (lima) tahun kedepan.

5. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran
pembangunan.

6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
beserta target untuk Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

1.5 Sistematika Penulisan
Dokumen RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

RPJMD.

BABII : GAMBARAN UMUM DAERAH
Bab II RPJMD 2025-2029 berfokus pada analisis strategis yang mencakup
kondisi daerah berdasarkan empat aspek pembangunan: geografi dan
demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dserta pelayanan
umum. Analisis ini mencakup evaluasi capaian pembangunan lima tahun
terakhir, potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, ketahanan
terhadap bencana, serta kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan
perlindungan sosial. Daya saing daerah dianalisis melalui kualitas SDM,
transformasi, digital, ekonomi hijau, dan integrasi ekonomi domestik dan
global. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi permasalahan utama dan isu
strategis, baik dari lingkungan global, nasional, maupun regional, serta
potensi daerah untuk menjadi fondasi pembangunan jangka panjang yang

berkelanjutan.

BABIII : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
Bab III menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan

program prioritas Pasangan Kepala Daerah yang menjadi fondasi

transformasi pembangunan tahap pertama untuk jangka panjang daerah.
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Visi dan misi disusun dengan pendekatan teknokratik untuk memastikan
keselarasan dengan kebijakan. Tujuan yang diturunkan dari visi dan misi
mencakup fokus pembangunan seperti ekonomi inklusif, peningkatan
infrastruktur, produktivitas daerah, kualitas lingkungan, dan tata kelola
pemerintahan yang baik. Sasaran disusun untuk menggambarkan hasil
konkret dari penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun. Strategi
pembangunan yang komprehensif, termasuk tahapan, lokus, dan program
prioritas, dirancang untuk menghadapi tantangan lingkungan dinamis dan
mencapai sasaran RPJMD, dengan penekanan pada pencapaian outcome

dan output yang berkelanjutan dan menyeluruh serta terukur

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
Bab IV dirancang untuk alokasi program perangkat daerah yang mencakup
rencana program dari tahun 2026 hingga 2030, dengan penekanan bahwa
program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan
perencanaan pembangunan daerah, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun
2030 untuk kepala daerah periode 2030-2034. Program perangkat daerah ini
mencakup seluruh program dalam Renstra Perangkat Daerah, termasuk
program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah akan diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) dan
indikator kinerja daerah (IKD) yang berlaku dari tahun 2025 hingga 2030,
dengan tahun 2030 menjadi tahun transisi yang akan menjadi tanggung

jawab kepala daerah periode berikutnya.

BABV : PENUTUP
Bab V adalah penutup yang merangkum kaidah pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Toba 2025-2029, termasuk konsistensi perencanaan dan
pendanaan, serta kaitannya dengan perencanaan pembangunan lainnya.
Dibahas juga skema pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif,
mekanisme perubahan, dan komunikasi publik untuk mendukung
implementasi. Bab ini juga menjelaskan pembiayaan pembangunan dan

diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum hasil dan rekomendasi untuk

pelaksanaan RPJMD yang berkelanjutan dan terukur.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.
Kabupaten Toba Samosir dimekarkan dari Kabupaten Daerah Tingkat I

Posisi dan Peran Strategis D  aerah

Tapanuli Utara berdasarkan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Toba Samosir dan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Mandailing Natal di Daerah Tingkat | Sumatera Utara. Pada tahun
2004 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupa t en Toba Samosir

dan Kabupaten Samosir. Setelah pemekaran Kabupaten Samosir, bahwa
Kabupaten Toba Samosir berubah nama berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir

Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Su

matera Utara.

Kabupaten Toba terletak pada wilayah Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan
luas wilayah 2.081,80 km2 dan terdiri

16 kecamatan, 231 desa, dan 13

kelurahan.
Tabel 2. 1 Luas Wilayah per-Kecamatan
NO KECAMATAN Klé_cL:JAAla A\\/'\II'IAI:Q \((QH 2) KEJI_UU'\;IQI:AAHHAN JUMLAH DESA
1 Balige 91,05 6 29
2 Tampahan 24,45 0 6
3 Laguboti 73,9 1 22
4 Habinsaran 408,7 1 21
5 Borbor 176,65 0 15
6 Nassau 335,5 0 10
7 Silaen 172,58 0 23
8 | Sigumpar 25,2 1 9
9 Porsea 37,88 3 14
Pintu Pohan
10 | Meranti 277,27 0 7
11 | Siantar Narumonda 22,2 0 14
12 | Parmaksian 45,98 0 11
13 | Lumban Julu 90,9 0 12
14 | Uluan 109 0 17
15 | Ajibata 72,8 1 9
16 | Bonatua Lunasi 57,74 0 12
TOTAL 2.021,80 13 231
Sumber: BPS
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